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PILKADA YANG DISKRIMINATIF: Komisioner KPU ilham Saputra (kanan) berbincang dengan sejum!
sebelum meninggalkan Gedung KPU RI di jJakarta, kemarin. Mereka menyampaikan sikap terkaitdengan S
PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 yang menyatakan bakal calon peserta pilkada harus sehat ja

mendesak KPU merevisi surat keputusan itu karena dianggap diskriminatif dalam proses |

Kaum Dlsabﬂgtas

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) bersedia
merevisi SK KPU Nomor 231/PL.03.1-
Kpt/06/KPU/X11/2017 tentang Petunjuk
Teknis Standar Kemampuan Jasmani,
Rohani, serta Standar Pemeriksaan Kese-
hatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penya-
lahgunaan Narkotika dalam Pilkada,

Revisi dilakukan setelah KPU dikritik
Dewan Pengurus Pusat Pemilihan Umum
Akses (PPUA) Disabilitas. “Prinsipnya kami
akan melakukan revisi sebagaimana yang
disampaikan oleh teman-teman tadi,” kata
komisioner KPU, [lham Saputra, di Gedung
KPU, Jakarta, kernarin.

Ilham pun mempersilakan rekan-rekan
PPUA Disahilitas untuk mengikuti proses

oresin
revisi SK KPU tersebut. Dalam Pilkada
2018, kata ITham, memang tidak ada pe-
nyandang disabilitas yang mencalonkan
diri sebagai kepala daerah.

Pada kesempatan tersebut, PPUA Di-
sabilitas menuturkan pihaknya menda-
pat laporan dan pengaduan baik secara
kelembagaan maupun perorangan dari
komunitas penyandang disabilitas di ber-
bagaiwilayah Indonesia terkait dengan SK
KPU tersebut.

Pada Bab Ii dan Bab V SK KPU itu terda-
pat sejumlah aturan yang dapat berakibat
menggugurkan dan menghilangkan hak
warga penyandang disabilitas untuk
mengikuti pencalonan sehagai kepala
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ilitas Heppy Se-
gian bab N ten-

tang standar mam
rohani. Ia menilal dasar penilaian vang
hanya menggunakan aspek kesehatan
sebhagai standar untuk menentukan a-
pakah calon kepala daerah mampu atau
tidak mampu jasmani dan rohani adalah
tidak benar.

“Aspek kesehatan seharusnya bukan
menjadi faktor yang menentukan penilai-
an akhir karena Dem eriksaan kesehatan
hanya dilakukan t k mengetahui kon-

disi calon kepala " ucap Heppy.
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